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ABSTRAK

Disharmoni pengaturan politik uang dalam Undang-Undang Pemilihan
Umum dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menjadi isu krusial dalam
sistem pemilu di Indonesia. Meskipun kedua undang-undang ini memiliki
kesamaan dalam asas, tujuan, peserta, dan penyelenggara pemilu, terdapat
perbedaan dalam pengaturan sanksi politik uang. Pasal 523 UU Pemilu
membedakan sanksi berdasarkan tahapan pemilu, sedangkan Pasal 187A UU
Pilkada menerapkan sanksi yang lebih berat tanpa memandang waktu terjadinya
pelanggaran. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi
dalam penegakan aturan.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (library research). Sifat penelitian
penelitian ini deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-
undanan berkaitan dengan teori hukum. Pendekatan penelitian ini menggunakan
perundang-undangan (statute approach), perbandingan hukum (comparative
approach), dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Sumber data yaitu
data primer dan sekunder. Analisis data deduktif kualitatif dengan menggunakan
pandangan peraturan perundang-undangan dan magqasid shari‘ah Jasser Auda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 523 UU Pemilu dan Pasal 187A
UU Pilkada sama-sama melarang politik uang, menetapkan sanksi pidana, dan
menjaga integritas demokrasi berdasarkan prinsip Pancasila dan asas luber-jurdil di
bawah pengawasan KPU, Bawaslu, dan DKPP; namun UU Pilkada lebih fokus
menekan politik uang dengan sanksi lebih berat yang mencakup pidana dan
pembatalan calon, sedangkan UU Pemilu lebih ringan dan berfokus pada
pelanggaran kampanye. Harmonisasi kedua pasal diperlukan untuk kepastian
hukum karena disparitas sanksi dimana UU Pemilu hanya menghukum pelaksana,
peserta, dan tim kampanye berdasarkan waktu pelanggaran, sementara UU Pilkada
memberikan sanksi lebih berat tanpa mempertimbangkan waktu kejadian, suatu
ketidaktegasan yang membuka celah politik uang dan bertentangan dengan prinsip
equality before the law. Berdasarkan analisis magasid shart'ah dengan teori sistem
Jasser Auda, UU Pilkada lebih memenuhi prinsip hukum Islam dalam enam aspek:
lebih adaptif terhadap perkembangan sosial (cognitive nature), lebih komprehensif
dalam mempertimbangkan dampak sistemik (wholeness), lebih fleksibel
mengakomodasi dinamika hukum (openness), lebih konsisten menyesuaikan
regulasi dengan prinsip hukum (interrelated hierarchy), lebih mempertimbangkan
faktor sosial-politik-ekonomi (multi-dimensionality), serta lebih efektif mencapai
keadilan dengan sanksi yang lebih ketat (purposefulness), sehingga diperlukan
revisi UU Pemilu agar lebih optimal dalam memberantas praktik politik uang.

Kata Kunci: Politik Uang, Disharmoni Hukum, UU Pemilu, UU Pilkada,
Magqasid Shart ‘ah



ABSTRACT

The Disharmony in the Regulation of Money Politics in Law Number 7 of
2017 on General Elections and Law Number 10 of 2016 on Regional Head
Elections has become a crucial issue in Indonesia’s electoral system. Although both
laws share similarities in principles, objectives, participants, and election
organizers, there are significant differences in the regulation of sanctions for money
politics. Article 523 of the Election Law differentiates sanctions based on election
stages, while Article 187A of the Regional Head Election Law imposes stricter
sanctions regardless of when the violation occurs. This discrepancy creates legal
uncertainty and inconsistency in law enforcement.

This research employs a normative juridical approach or library research.
The study is descriptive-analytical, examining legislation in relation to legal theory.
The research approach includes a statute approach, comparative approach, and
philosophical approach. The data sources consist of primary and secondary data.
Data analysis is conducted using qualitative deductive methods, incorporating the
perspectives of statutory regulations and Jasser Auda’s maqasid shari‘ah.

The research findings indicate that Article 523 of the Election Law and
Article 187A of the Regional Election Law both prohibit vote-buying, impose
criminal sanctions, and uphold democratic integrity based on the principles of
Pancasila and the luber-jurdil (direct, general, free, and fair) election principles
under the supervision of the General Election Commission (KPU), the Election
Supervisory Board (Bawaslu), and the Election Organizer Honorary Council
(DKPP). However, the Regional Election Law focuses more on suppressing vote-
buying with harsher sanctions, including criminal penalties and candidate
disqualification, whereas the Election Law imposes lighter sanctions and primarily
focuses on campaign violations. Harmonization of these two articles is necessary
for legal certainty due to the disparity in sanctions, where the Election Law only
penalizes organizers, participants, and campaign teams based on the timing of the
violation, while the Regional Election Law impaoses stricter sanctions regardless of
when the offense occurs. This lack of clarity creates loopholes for vote-buying and
contradicts the principle of equality before the law. Based on the maqasid sharT'ah
analysis using Jasser Auda’s systems theory, the Regional Election Law better
aligns with Islamic legal principles in six aspects: it is more adaptive to social
developments (cognitive nature), more comprehensive in considering systemic
impacts (wholeness), more flexible in accommodating legal dynamics (openness),
more consistent in aligning regulations with legal principles (interrelated
hierarchy), more considerate of socio-political-economic factors (multi-
dimensionality), and more effective in achieving justice through stricter sanctions
(purposefulness). Therefore, a revision of the Election Law is necessary to enhance
its effectiveness in combating vote-buying practices.

Keywords: Money Politics, Legal Disharmony, Election Law, Regional Election
Law, Magasid Shari ‘ah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan undang-undang merupakan amanat konstitusi sebagaimana
diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI 1945). Pasal tersebut secara expressis verbis memberikan
kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk
membentuk undang-undang. Proses pembentukan undang-undang dapat didasarkan
pada perintah konstitusi maupun sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah
Konstitusi.! Salah satu perintah konstitusi adalah pengaturan mengenai Pemilihan
Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Fajlurrahman Jurdi
menyatakan bahwa Pemilu dan Pilkada berfungsi sebagai sarana untuk
mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Pelaksanaan Pemilu didasarkan pada Pasal 22E UUD NRI 1945 dan diatur
lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Atas
Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU
Pemilu), yang diundangkan pada 16 Agustus 2017. UU Pemilu merupakan

peraturan yang secara khusus mengatur pelaksanaan Pemilu sebagai tindak lanjut

'Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, Pasal 10 ayat (1) huruf a.

2Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2018), him. 6.



atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-X1/2013. Putusan MK
tersebut menyatakan bahwa mulai tahun 2019, Pemilu harus dilaksanakan secara
serentak, mencakup Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Putusan MK tersebut membawa konsekuensi logis bagi pembentuk undang-
undang untuk mengkodifikasikan berbagai undang-undang terkait kepemiluan ke
dalam satu naskah undang-undang. Undang-undang yang dikodifikasikan meliputi
Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Pemilihan Legislatif
(Pileg), dan Undang-Undang Pemilihan Presiden (Pilpres). Dengan demikian,
Undang-Undang Pemilu saat ini mengatur pemilihan anggota DPR, anggota DPD,
anggota DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden melalui mekanisme pemilihan
umum.

Selain Pemilu yang diatur dalam UU Pemilu, terdapat pula Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Keberadaan UU Pemilu dan UU
Pilkada merupakan langkah strategis dalam mendukung perkembangan demokrasi

di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan Pemilu dalam negara demokrasi, yaitu



menyelenggarakan pemilihan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang
diatur oleh konstitusi.®

Jika di lihat, UU Pemilu dan UU Pilkada memiliki kesamaan asas, tujuan,
peserta, dan penyelenggara. Namun, meskipun terdapat kesamaan asas, tujuan,
peserta dan penyelenggara, terdapat perbedaan materi muatan di dalam UU Pemilu
dan UU Pilkada. Seperti dalam pemberian sanksi politik uang dalam UU Pemilu
dan UU Pilkada. Sanksi politik uang tercantum dalam Pasal 523 UU Pemilu, dan
Pasal 187A UU Pilkada. Pasal 523 UU Pemilu menetapkan ancaman hukuman
berdasarkan waktu terjadinya pelanggaran, yaitu pada saat kampanye, masa tenang
dan hari pemungutan suara. Pertama, pada saat kampanye jika terjadi politik uang
yang diberikan sanksi hanya setiap pelaksana, peserta, dan tim kampanye dan
ancaman pidananya 2 (dua) tahun dan denda Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat
juta rupiah); Kedua, pada saat masa tenang yang diberikan sanksi yaitu pelaksana,
peserta pemilu, dan tim kampanye dan ancaman pidananya 4 (empat) tahun dan
denda paling banyak Rp 48.000.000.00 (empat puluh delapan juta rupiah); Ketiga,
pada hari pemungutan suara yang diberikan sanksi yaitu setiap orang yang
melakukan politik uang dan ancaman pidananya 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Sedangkan Pasal 187A UU Pilkada, menetapkan sanksi tanpa memandang
waktu terjadinya pelanggaran. Ancaman pidananya lebih berat dibandingkan

dengan Pemilu. Hukuman yang dikenakan pada Pilkada yakni penjara paling

3Jimly Assiddigie, Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu (Jakarta: Raja Grafindo,
2013), him. 13.



singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, serta denda paling sedikit Rp 200 juta
dan paling banyak Rp 1 miliar. Sanksi yang sama juga berlaku bagi penerima politik
uang.

Berdasarkan hal tersebut, harusnya jika memiliki kesamaan antara asas,
tujuan, peserta dan penyelenggara, materi muatan mengenai sanksi politik uang
harusnya disamakan. Hal ini menandakan bahwa ada ketidakpastian hukum antara
UU Pemilu dan UU Pilkada. Mengingat bahwa, dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan
bahwa, materi muatan peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas
keadilan dan asas kepastian hukum.

Hal tersebut memiliki relevansi dengan konsep magasid shart‘ah, yang
menekankan pentingnya hukum untuk melindungi dan memelihara kemaslahatan
umat. Dalam pandangan Jasser Auda, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi
nilai-nilai kemanusiaan dan Islam juga sebagai agama konsep yang berusaha
memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Jasser
Auda menggagas magqgasid shari‘ah dengan pendekatan sistem sebagai pisau
analisis dalam kajian hukum islam. Menurutnya, penggunaan magqgasid shari‘ah
dengan pendekatan sistem harus memerhatikan semua komponen yang ada, yaitu
watak kognitif sistem, holistik, keterbukaan, hierarki yang saling memengaruhi,

multi-dimensionalitas, dan kebermaksudan atau orientasi tujuan.*

“Muhammad Mattori, Memahami Maqasid asy-Syari‘ah Jasser Auda Berbasis Pendekatan
Sistem (Samarinda: Guepedia, 2020), him. 2.



Sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem hukum yang konsisten,
harmonis, dan berkeadilan, diperlukan kajian mendalam terkait harmonisasi materi
muatan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, khususnya dalam
hal pemberian sanksi politik uang, guna memastikan tercapainya asas kepastian
hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sub-sub
permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan Pasal 523 dan Pasal 187A
tentang Politik Uang dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-
Undang Pemilihan Kepala Daerah?

2. Bagaimana harmonisasi ketentuan pasal 523 dan 187A tentang politik uang
dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilihan
Kepala Daerah?

3. Bagaimana pandangan magasid shari‘ah Jaseer Auda terhadap harmonisasi
Ketentuan Pasal 523 dan 187A tentang politik uang dalam UU Pemilu dan UU
Pilkada?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis persamaan dan perbedaan ketentuan
Pasal 523 dan Pasal 187A tentang Politik Uang dalam Undang-Undang

Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.



b. Untuk menganalisis harmonisasi ketentuan pasal 523 dan 187A tentang politik
uang dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilihan
Kepala Daerah

c. Untuk menganalisis pandangan maqasid shari‘ah Jaseer Auda terhadap
harmonisasi Ketentuan Pasal 523 dan 187A tentang politik uang dalam UU
Pemilu dan UU Pilkada
2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoretis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada
pengembangan kajian hukum terkait disharmoni UU Pemilu dan UU Pilkada,
khususnya dalam aspek pemberian sanksi politik uang.

b. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pembuat
undang-undang untuk menyusun regulasi yang lebih konsisten, harmonis, dan
adil, khususnya dalam pengaturan sanksi politik uang.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang UU Pemilu dan UU Pilkada sudah banyak diteliti oleh
peneliti-peneliti terdahulu baik berupa skripsi, tesis maupun dalam bentuk buku.

Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan apa yang

diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penulis lebih fokus pada disharmoni

pengaturan politik uang dalam undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan UU Pemilu dan UU Pilkada antara lain:

Jurnal yang ditulis oleh Mia Murti Rahayu, Imdrajati dan Fifiana Wisnaeni
yang berjudul “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada”. Fokus penelitian ini



membandingkan tentang aturan dana kampanye antara Undang-Undang Nomor 7
Tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahum 2016 tentang Pilkada dan
implikasi perbedaan perbedaan pengaturan dana kampanye berdasarkan Undang-
Undang Pemilu dan Pilkada bagi Bawaslu. Metode penelitian yang digunakan
adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan.
Hasil penelitiannya menunjukan perlu adanya aturan yang lengkap dan jelas
mengenai pengaturan dana kampanye pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu seperti dana kampanye pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pilkada terutama aturan mengenai larangan dan sanksi dana
kampanye dan juga diperlukannya aturan khusus mengenai dana kampanye pada
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang agar temuan dari PPATK dapat dijadikan bukti
legal oleh Bawaslu.®

Artikel yang ditulis oleh Hasiman Satria berjudul "Politik Hukum Tindak
Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia™. Penelitian ini berfokus
pada analisis perspektif hukum pidana terkait kecukupan ketentuan yang mengatur
mengenai politik uang dan upaya pencegahan terhadap semakin maraknya praktik
politik uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan sanksi pidana atas
tindak pidana politik uang mengikuti pola indefinite sentence. Penelitian ini
merekomendasikan bahwa ke depan, model ancaman pidana seharusnya

dikembangkan melalui doktrin pencegahan kejahatan dengan menitikberatkan pada

SMia Murti Rahayu, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” Diponegoro Law Jurnal Volume 9, Nomor 2
(2020), him. 373.



lima teori, yaitu: teori abolisionistik yang menyoroti faktor pendorong kejahatan;
teori moralistik yang menekankan pencerahan masyarakat melalui pesan moral;
serta teori pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, penelitian ini
menyimpulkan ~ bahwa  partai  politik  seharusnya  turut  dikenakan
pertanggungjawaban pidana jika terlibat dalam tindak pidana politik uang.®

Anrtikel yang ditulis oleh Isma dan Achmad Musyahid Idrus berjudul "Studi
Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Politik Uang
dalam Pemilihan Umum (Pemilu)”. Penelitian ini berfokus pada perbandingan
antara hukum pidana Islam dan hukum positif dalam konteks politik uang pada
pemilihan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif memiliki
persamaan dalam memandang politik uang dalam pemilu sebagai perbuatan yang
dilarang. Perbedaannya terletak pada dasar pelarangan, di mana dalam hukum Islam
politik uang dipandang sebagai tindakan yang dilarang oleh syariat dan termasuk
dalam kategori riSwah, sedangkan dalam perspektif hukum positif, politik uang
dipandang sebagai tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang yang
mengatur tentang pemilu.’

Artikel yang ditulis oleh Baharita berjudul "Analisis Yuridis Tindak Pidana
Pemilihan Umum Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Pemilukada”.

Penelitian ini berfokus pada analisis tindak pidana pemilihan umum kepala daerah

®Hariman Satria, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di
Indonesia,” Jurnal Anti Korupsi Integritas Volume 5, Nomor 1 (2019), him. 1.

"Isma dan Achmad Musyahid Idrus, “Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum
Positif terhadap Politik Uang dalam Pemilihan Umum,” Jurnal limiah Mahasiswa Perbandingan
Mazhab Volume 4, Nomor 1 (2023), him. 176.



berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengertian tindak pidana pemilu secara sederhana dapat diartikan dalam tiga
kemungkinan pengertian dan cakupan, yaitu: pertama, semua tindak pidana yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang
pemilu; kedua, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemilu baik yang diatur dalam maupun di luar undang-undang pemilu; dan ketiga,
semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu berlangsung. Bentuk-bentuk
tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Pemilukada dapat dibagi dalam
beberapa kategori tindak pidana yang dilakukan pada berbagai tahapan proses
pemilihan umum kepala daerah.®

Artikel yang ditulis oleh Julman Hente dan Rahmat Teguh Santoso berjudul
"Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Politik Uang: Studi Komparatif Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah". Penelitian ini berfokus
pada tiga permasalahan utama, yaitu: pertama, pengaturan tindak pidana politik

uang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; kedua,

8Baharita, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Undang-
Undang Pemilukada,” Jurnal Legalitas 1, no. 2 (2023): 30—49.
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pengaturan tindak pidana politik uang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah; dan ketiga, pengaturan ideal sanksi tindak
pidana politik uang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana politik uang diatur
dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum, yang dibagi dalam tiga kategori berdasarkan waktu
pelaksanaan, yaitu pada saat kampanye, masa tenang, dan saat pemungutan suara.
Secara relatif terdapat kesamaan elemen actus reus pada ayat (1) sampai ayat (3)
dalam pasal tersebut, sementara elemen mens rea dirumuskan dengan corak
kesengajaan. Perumusan sanksi pidana atas tindak pidana politik uang
menggunakan pola indefinite sentence. Penelitian ini juga menemukan bahwa
pencegahan tindak pidana politik uang dapat dilakukan melalui doktrin pencegahan
kejahatan perspektif kriminologi.

Pengaturan tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah menurut
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dinilai
lebih efektif, karena pemberi dan penerima dikenakan sanksi yang sama
sebagaimana diatur dalam Pasal 187A jika terbukti melakukan politik uang. Proses
penegakan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan oleh sentra
Gakumdu yang merupakan forum kesepahaman yang terdiri dari tiga lembaga
hukum, yaitu Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Ketiga lembaga tersebut
menangani temuan dan laporan yang telah diterima Panwaslu sebelumnya dari

masyarakat. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa dalam risalah pembentukan
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih terdapat
perdebatan yang meluas dan tidak ada keseragaman dalam memandang pelaku
politik uang, sehingga menyebabkan ketidakselarasan dalam menentukan pelaku
tindak pidana politik uang.®
E. Kerangka Teoretis

1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving, atau Gesetzgebung)

memiliki dua makna yang berbeda. Istilah legislation dapat merujuk pada
perundang-undangan maupun proses pembentukan undang-undang. Sementara itu,
istilah wetgeving diterjemahkan sebagai proses pembentukan undang-undang serta
keseluruhan undang-undang dalam suatu negara, sedangkan istilah Gesetzgebung
diartikan sebagai perundang-undangan.'® Menurut Maria Farida, ilmu perundang-
undangan, secara garis besar dapayt dibagi menjadi dua bagian, yaitu:**
a. Teori perundang-undangan (gesetzgbungstheorie) yang berorientasi pada

mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian

(begripsvorming) dan  begripsverheldering) dan  bersifat  kognitif

(erklarungsorientiert).

°Julman Hente dan Rahmat Teguh Santoso Gobel, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Politik Uang: Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah,” Sultan Amai
Staatsrecth Journal 2, no. 1 (2024): 1-10.

OMaria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan
(Jakarta: Kanisius, 2013), him. 10.

1bid., him. 8.



12

b. llmu perundang-undangan (gesetzgbungslehre) yang berorientasi pada
melakukan perbuatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan
bersifat normatif (handlungsorientiert).

Burkhardt Krems membagi bagian kedua tersebut ke dalam tiga sub bagian,
yaitu proses perundang-undangan, metode perundang-undangan, dan teknik
perundang-undangan.*?> Adapun menurut Hamid S. Attamimi, teori perundang-
undangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas hubungan logis dan definitif
antara berbagai pemahaman. Secara lebih konkret, teori ini dapat dipahami sebagai
sistem pernyataan, pendapat, dan pemahaman yang logis serta saling berkaitan
mengenai suatu bidang realitas. Sistem tersebut dirumuskan sedemikian rupa
sehingga memungkinkan penarikan hipotesis yang dapat diuji kebenarannya.®

Menurut Hamid S. Attamimi, teori perundang-undangan merupakan cabang
atau aspek dari ilmu perundang-undangan yang bersifat kognitif dan berorientasi
pada upaya mencapai kejelasan serta kejernihan pemahaman, khususnya
pemahaman yang bersifat fundamental dalam bidang perundang-undangan.
Hamid S. Attamimi menambahkan bahwa fenomena keberadaan perundang-
undangan di Indonesia merupakan suatu realitas yang dapat dipahami. Dalam
Rechtsstaat modern, munculnya banyak peraturan perundang-undangan merupakan
hal yang wajar, meskipun tidak semua peraturan tersebut memiliki kualitas yang

baik dan benar. Perlu dipahami bahwa derasnya arus regulasi tidak dapat

21bid., him. 9.
BHamid S. Attamimi, Teori Perundang-Undangan Indonesia (Jakarta: FH-Ul, 1992).
41bid., him. 4-5.
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sepenuhnya dibendung, tetapi hanya dapat ditertibkan dan diperbaiki.'® Oleh karena
itu, diperlukan upaya koreksi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan
agar tercipta harmonisasi antarperaturan yang selaras dan konsisten.

2. Interpretasi Hukum

Penafsiran hukum (legal interpretation) senantiasa diperlukan dalam
penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk hukum. Penemuan
hukum merupakan kegiatan untuk memperjelas ketentuan-ketentuan hukum tertulis
yang sudah ada, yang dapat diberlakukan bagi suatu aspek kehidupan tertentu.
Pembentukan hukum bertujuan untuk membentuk, menyusun, atau membangun
hukum bagi aspek kehidupan tertentu yang belum ada pengaturan hukumnya.
Penafsiran hukum hendaknya diikuti dengan penalaran hukum (legal reasoning),
yaitu upaya yang dilakukan untuk memberikan alasan dan penjelasan hukum agar
hasil penafsiran hukum masuk akal dan dapat dipahami secara logis.

Hasil penafsiran dan penalaran hukum tersebut disampaikan dengan
menggunakan argumentasi hukum yang rasional agar kepastian hukum, keadilan,
dan kebenaran dapat ditegakkan. Penafsiran, penalaran, dan argumentasi hukum
dapat disebut sebagai upaya yang rasional apabila senantiasa menghasilkan
penerapan hukum yang demokratis. Penafsiran hukum merupakan metode penting
dalam proses penemuan hukum yang memberikan kontribusi fundamental terhadap

perkembangan sistem hukum.

Ibid., him. 11.
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a. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah penafsiran hukum berdasarkan tata bahasa.
Dalam konteks metode penemuan hukum, terdapat beberapa pendapat yang
dikemukakan oleh para ahli berdasarkan perspektif masing-masing. Sudikno
Mertokusumo dalam bukunya membedakan metode penemuan hukum menjadi tiga
kategori, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi, dan metode eksposisi
(konstruksi hukum).®

Interpretasi gramatikal adalah metode penemuan hukum dengan
menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah
hukum tata bahasa. Bahasa merupakan sarana yang penting bagi hukum, karena
merupakan alat utama yang digunakan pembuat undang-undang dalam
merumuskan pasal-pasal dan penjelasannya. Mengingat kata-kata dalam
perundang-undangan Indonesia banyak berasal dari terjemahan kata-kata asing,
khususnya Belanda, maka pengungkapan maknanya harus memenuhi standar logis
dan mengacu pada kelaziman bahasa sehari-hari dalam masyarakat.
b. Interpretasi sistem atau logis

Interpretasi sistem atau logis adalah metode yang menafsirkan undang-
undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Hal tersebut
mengandung arti bahwa hukum dilihat sebagai suatu kesatuan atau sebagai sistem
peraturan. Satu peraturan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi

sebagai bagian dari satu sistem. Undang-undang merupakan bagian dari

18Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty,
2007), him. 56.
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keseluruhan sistem perundang-undangan.t” Jadi, hal yang paling penting dalam
menafsirkan undang-undang adalah bahwa penafsiran tidak boleh mengabaikan
keterkaitan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain dalam sistem
hukum. Selain itu, terdapat pula interpretasi historis yang terbagi menjadi dua jenis,
yaitu interpretasi menurut sejarah undang-undang (wet historisch) dan interpretasi
menurut sejarah hukum (recht historisch).

Interpretasi menurut sejarah undang-undang (wet historisch) adalah
mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa, dalam hal ini dilihat dari
pembuat undang-undangnya ketika undang-undang itu dibentuk. Jadi, dalam
metode interpretasi ini, kehendak pembuat undang-undang menjadi landasan utama
dalam menafsirkan ketentuan hukum. Metode interpretasi ini tidak boleh
menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum suatu
negara. Berbagai jenis metode penafsiran hukum tersebut digunakan untuk
memastikan penerapan hukum yang tepat sesuai dengan maksud pembentukan
peraturan.

c. Interpretasi Historis

Menurut Sudikno Mertokusumo, terdapat dua macam interpretasi undang-
undang, di mana pemahaman tentang konteks historis ketika undang-undang itu
dibentuk dianggap sangat menentukan. Interpretasi sejarah  hukum (rechts
historisch) adalah metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam
konteks seluruh sejarah hukumnya, khususnya yang terkait dengan kelembagaan

hukumnya. Metode ini memandang bahwa perkembangan historis suatu institusi

YIbid., him. 111.
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hukum perlu dipahami untuk menginterpretasikan ketentuan undang-undang secara
komprehensif.*®

Setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini memiliki latar
belakang historis yang khas. Oleh karena itu, hakim yang hendak memahami makna
kata atau kalimat dalam undang-undang tidak dapat melakukan penafsiran secara
terpisah per kata atau kalimat, melainkan harus menafsirkannya dengan mengkaji
sejarah atau latar belakang pembentukan undang-undang tersebut.

3. Magqasid shari ‘ah Jaseer Auda

Magqasid secara harfiah berarti "tujuan." Menurut Jasser Auda, maqasid
merujuk pada hikmah atau alasan mendasar di balik suatu hukum.!® Magqasid juga
bermakna sebagai tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan
membuka jalan menuju kebaikan dan menutup jalan menuju keburukan.?’ Oleh
karena itu, maqasid berperan penting dalam menjaga jiwa dan akal manusia. Selain
itu, maqasid juga diartikan sebagai maksud ilahiah dan prinsip moral yang menjadi
dasar hukum Islam, seperti keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia,
kebebasan kehendak, kemurahan hati, kemudahan, serta kerja sama dalam

masyarakat.?! Sementara itu, shari‘ah merujuk pada sekumpulan aturan agama yang

8Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti
dan Berkeadilan) (Yogyakarta: Ull Press, 2015), him. 102.

19Syahrul Sidiq, “Magasid Syariah dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran
Jasser Auda,” Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia 7, no. 1 (2017): 140-61.

2Dedisyah Putra, Asrul Hamid, dan Martua Nasution, “Metodologi Maqasid Al-Syariah
Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam,” Jurnal Hukum Keluarga Islam dan
Kemanusiaan 4, no. 1 (2022): 77-100.

ZIRetna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam
Hukum Islam),” Jurnal Al-Himayah 2, no. 1 (2018): 97-118.
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ditetapkan oleh Allah Swt. dan diperuntukkan bagi umat manusia.?? Inti dari
magqasid shari‘ah adalah pencapaian kemaslahatan umat secara maksimal.
Penetapan hukum dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dengan
menjaga dan memelihara tujuan-tujuan syari’at.?3

Dalam penerapan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam,
Jasser Auda mengembangkan seperangkat fitur utama, yaitu cognitive nature (sifat
kognitif), wholeness (keseluruhan), openness (keterbukaan), interrelated hierarchy
(hierarki yang saling memengaruhi), multi-dimensionality (multi-dimensionalitas),
dan purposefulness (Kebermaksudan).

a. Sifat Kognitif (cognitive nature)

Cognitive nature merujuk pada sifat pengetahuan yang membentuk sistem
hukum Islam. Fitur sistem kognitif ini mengusulkan pendekatan dalam hukum
Islam yang memisahkan wahyu dari konteksnya. Secara singkat, hal ini berarti
adanya pemisahan antara wahyu sebagai sumber ilahi dan fikih sebagai hasil
interpretasi manusia. Dengan demikian, fikih digeser dari statusnya yang
sebelumnya diakui sebagai pengetahuan ilahi menjadi hasil dari pemahaman
rasional manusia terhadap wahyu. Implikasinya, manusia dengan kemampuan
rasionalitasnya dapat membedakan secara jelas antara shari ‘ah sebagai hukum ilahi

dan fikih sebagai interpretasi manusia. Hal ini berdampak pada penghilangan klaim

22Muhammad Mattori, Memahami Magasid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan
Sistem) (Bogor: Guepedia, 2020), him. 15.

Zlbid., him. 17.
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bahwa pendapat fikih praktis merupakan pengetahuan ilahi, sehingga membuka
ruang untuk berbagai interpretasi hukum yang lebih kontekstual.?*
b. Keseluruhan (wholeness)

Fitur sistem wholeness atau keseluruhan mengacu pada pandangan bahwa
setiap hubungan sebab akibat harus dipahami sebagai bagian integral dari
keseluruhan. Dalam konteks teologis dan logis, tingkat kejujuran atau validitas
argumen holistik (kulli) sebagai hal penting dalam ushul figh. Para fugaha
memberikan prioritas pada dalil holistik dibandingkan dengan dalil tunggal atau
parsial. Pemikiran yang sistematis dan holistik dalam ushul figh, jika
dikembangkan lebih lanjut, akan sangat bermanfaat bagi filsafat hukum Islam.
Pendekatan holistik ini juga memberikan kontribusi terhadap filsafat teologi Islam,
yaitu dengan mengalihkan fokus dari narasi sebab-akibat yang sederhana menuju
pola pikir yang lebih sistematis dan menyeluruh. Selain itu, pemikiran yang
terstruktur dan menyeluruh juga dapat memberikan manfaat besar bagi
pengembangan ilmu kalam dalam tradisi Islam.?

Fitur sistem wholeness berupaya memperbaiki kelemahan dalam
pendekatan ushul figh klasik yang cenderung menggunakan metode reduksionis
dan atomistik. Pendekatan atomistik hanya mempertimbangkan satu nash dalam
menyelesaikan suatu kasus, tanpa memperhatikan keterkaitan dengan nash-nash

lain yang relevan. Sebagai alternatif, Jasser Auda menawarkan prinsip holisme,

24Jasser Auda, Magasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach,
diterjemahkan oleh Amin Abdullah, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah
(Bandung: Mizan, 2015), him. 12.

2| bid.
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yaitu pentingnya membaca dan memahami hukum Islam sebagai suatu "sistem"
yang utuh dan menyeluruh. Sebuah sistem harus dianalisis secara keseluruhan,
bukan hanya per bagian, karena setiap bagian saling terkait dan memiliki hubungan
sebab-akibat. Dengan demikian, bagian-bagian tersebut tidak dapat dipahami
secara parsial tanpa mengacu pada keseluruhan sistem. Jasser Auda berpendapat
bahwa prinsip dan cara berpikir holistik dalam ushul figh sangat penting, terutama
dalam konteks pembaruan hukum Islam di era kontemporer.?

c. Keterbukaan (openness)

Openness mengacu pada sifat keterbukaan dalam melihat dan memahami
ketentuan hukum. Sistem ini penting dalam konteks hukum Islam agar hukum Islam
tidak menjadi statis atau kaku. Prinsip ini juga memungkinkan hukum Islam untuk
selalu berinteraksi dan beradaptasi dengan kondisi yang berkembang di luar
dirinya.?’

d. Hierarki yang Saling Memengaruhi (interrelated hierarchy)

Ciri khas dari suatu sistem adalah memiliki struktur hierarki, di mana sistem
terdiri atas sub-sub bagian yang lebih kecil yang saling terkait. Hubungan interrelasi
antarbagian ini menjadi faktor penentu dalam mencapai tujuan dan fungsi sistem
secara keseluruhan. Proses pembagian sistem yang utuh menjadi bagian-bagian
yang lebih kecil mencakup identifikasi perbedaan dan persamaan antarbagian
tersebut. Bagian terkecil dapat merepresentasikan keseluruhan sistem, demikian

pula sebaliknya. Jasser Auda berpendapat bahwa maqasid merupakan tujuan yang

28I bid.
2’Ibid., him. 47-48
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berfungsi sebagai jembatan antara berbagai aliran dalam figh. Magqasid
menciptakan titik temu di antara perbedaan pendapat yang ada dalam aliran-aliran
figh. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam melalui metode maqasid menjadi
cara yang aman untuk menghindari jebakan interpretasi yang terlalu terikat pada
nash atau pendapat tertentu.®

Konsep interrelated hierarchy memperbaiki dua dimensi dalam magasid
shari‘ah. Dimensi pertama adalah memperluas jangkauan magqasid. Fitur
interrelated hierarchy mengklasifikasikan maqasid secara hierarkis menjadi tiga
tingkatan: pertama, maqasid umum, yang mencakup seluruh bagian hukum Islam;
kedua, maqasid khusus, yang membahas seluruh isi bab dari hukum Islam tertentu;
dan ketiga, maqasid partikular, yang merujuk pada turunan dari suatu nash atau
hukum tertentu. Pendekatan analisis secara hierarkis ini merupakan metode yang
lazim digunakan, baik dalam pendekatan sistematis maupun proses dekomposisi,
untuk memberikan pemahaman yang lebih terstruktur dan mendalam terhadap
hukum Islam
e. Multi-Dimensionalitas (multi-dimensionality)

Suatu sistem bukanlah entitas tunggal, melainkan terdiri dari berbagai
bagian yang saling berhubungan. Dalam sebuah sistem, terdapat struktur yang
koheren, yang terbentuk dari bagian-bagian yang cukup rumit namun saling
mendukung. Oleh karena itu, sistem memiliki cakupan dimensi yang tidak tunggal.
Hukum Islam dapat dianalogikan sebagai sebuah sistem yang memiliki berbagai

dimensi. Prinsip multi-dimensionality menekankan bahwa sebuah sistem tidak

28Ibid., him. 49.
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berdiri sendiri sebagai satu kesatuan tunggal, tetapi terdiri atas beberapa bagian
yang saling terkait. Dalam konteks hukum Islam, struktur yang koheren tercipta
karena sistem hukumnya terdiri dari bagian-bagian yang kompleks dan saling
berhubungan, sehingga membentuk kesatuan yang utuh dan fungsional.?®

f. Kebermaksudan (purposefulness)

Dalam teori sistem, tujuan dibagi menjadi dua kategori, yaitu goal (al-
hadaf) dan purpose (al-ghayah). Kebermaksudan (purpose) dan tujuan (goal)
merupakan fitur-fitur utama dalam teori sistem. Purposefulness merujuk pada
karakteristik sistem yang memiliki keluaran atau output, di mana output ini
merupakan tujuan yang dihasilkan dari kerja sistem tersebut. Dalam konteks hukum
Islam, magqasid shari‘ah bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi tetap fleksibel
untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi tertentu. Menurut Jasser Auda,
realisasi maqasid merupakan landasan yang fundamental dalam sistem hukum
Islam. Penggalian maqasid harus merujuk pada nash, yaitu Al-Qur'an dan Hadits,
bukan sekadar pada pendapat atau pemikiran para ahli hukum. Oleh karena itu,
magqasid harus dijadikan sebagai tolok ukur atau validitas dalam setiap proses
ijtihad, tanpa dikaitkan dengan kecondongan terhadap mazhab tertentu. Tujuan
utama dari penetapan hukum Islam adalah memastikan bahwa hukum tersebut
membawa kemaslahatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya.*

Pemilihan teori Jasser Auda dalam menganalisis ratio legis sanksi politik

uang pada UU Pemilu dan UU Pilkada didasarkan pada pendekatan sistem yang

2Ibid., him. 50-51
¥Ibid., him. 55.
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holistik, fleksibel, dan berorientasi pada kemaslahatan. Melalui prinsip-prinsip
seperti keterbukaan, hierarki yang saling memengaruhi, dan kebermaksudan, teori
ini memungkinkan analisis hukum Islam yang tidak hanya berpegang pada teks
(nash) semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks, tujuan, dan dampak hukum
terhadap masyarakat. Dengan demikian, penggunaan pendekatan magasid shart ‘ah
dalam kerangka teori sistem Jasser Auda mampu menjembatani perbedaan
pandangan hukum, mendorong harmonisasi regulasi, serta memastikan bahwa
hukum yang diterapkan tidak hanya memenuhi prinsip keadilan dan kepastian
hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library

research), yaitu penelitian yang bertujuan mengkaji data pustaka yang relevan
dengan objek kajian.®! Objek kajian dalam penelitian ini adalah disharmoni
pengaturan politik uang dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-
Undang Nomor Pemilihan Kepala Daerah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengungkap

dan menganalisis peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan teori
hukum.®? Data yang dikumpulkan dikelola secara sistematis, khususnya yang

berkaitan dengan disharmoni pengaturan politik uang dalam Undang-Undang

31Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004), him. 52.

#2Ibid., him. 54.
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Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Kajian ini juga
didukung oleh literatur yang relevan dengan permasalahan yang menjadi objek
penelitian. Data dan informasi tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori-
teori yang telah ditentukan, sehingga hasil penelitian dapat dijelaskan secara
terperinci dan informatif bagi pembaca.

3. Pendekatan Penelitian

Bertolak dari postulat penulisan penelitian ini yang melihat bahwa
perbedaan normativitas pemberian sanksi terhadap pelaku politik uang antara UU
Pemilu dan UU Pilkada adalah problematika disharmoni, sebab dasar dugaan tidak
terjadinya upaya harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana diisyaratkan dalam
pembentukan naskah akademik peraturan perundang-undangan (vide Lampiran Il
Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan), maka pendekatan yang diperlukan adalah pendekatan yang berusaha
melihat bagaimana korelasi antar peraturan perundang-undangan dengan tema atau
muatan materi sejenis. Pendekatan yang dimaksud di sini adalah pendekatan
perundang-undangan (statute approach).

Hipotesis lainnya perihal perbedaan (disparitas) antara UU Pemilu dan UU
Pilkada, pada gilirannya juga memerlukan pendekatan perbandingan atau yang
lazim disebut pendekatan perbandingan hukum (comparative approach).
Perbandingan ini tidak semata pada norma atau ketentuan tekstual (letterlijk an
sich), namun juga dari aspek pembentukannya (legislative drafting) sehingga

memfokuskan pada lingkup kajian hukum tata negara daripada hukum pidana.
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Terjalin secara berkelindan dengan pendekatan yang kedua (comparative
approach) adalah pendekatan filosofis (philosophical approach), yakni aspek
substansial atau ratio legis perihal mengapa dinormakan atau dikriminalisasikannya
politik uang pada konteks Pemilu dan Pilkada. Pendekatan ini pada gilirannya akan
menampilkan bahwa aspek tujuan hukum sebagaimana yang digagas oleh Gustav
Radbruch dengan teori prioritas bakunya dan Jasser ‘Auda dengan Magasid
Syari‘ah-nya menjadi tolok ukur atau penilaian terhadap fakta disparitas pengaturan
pada UU Pemilu dan UU Pilkada. Merangkum uraian pada bagaian penentuan
pendekatan, maka yang dipilihlah pendekatan perundang-undangan (statute
approac), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan
filosofis (philosopical approach).

4. Sumber Data

Dalam penelitian, data umumnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data
yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari
bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data
primer (atau data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka
disebut data sekunder.®® Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen resmi, buku referensi,
peraturan Perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen lain yang
relevan dengan materi penelitian. Data sekunder tersebut dirincikan sebagai

berikut:

3Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021),
him. 157.
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a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa
kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum; dan

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang.

e. Buku karya Jasser Auda yang berjudul Magasid Shariah as Philosophy
of Islamic Law: A Systems Approach, dan Maqasid Al-Shari’dh A
Beginner’s Guide

Bahan hukum sekunder berperan sebagai pendukung dalam memberikan

pemahaman terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, berbagai sumber
referensi akan digunakan, termasuk buku, jurnal akademik, majalah ilmiah, serta
berita dari media cetak maupun daring yang memiliki keterkaitan dengan topik
yang dikaji. Selain itu, bahan hukum tersier dipilih untuk membantu

mendefinisikan istilah-istilah yang terdapat dalam bahan hukum primer maupun
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sekunder. Penelitian ini akan mengacu pada sejumlah bahan hukum tersier, di
antaranya:

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;

b. Kamus Hukum;

C. Black’s Law Dictionary; dan

d. Kamus Bahasa Arab - Indonesia Al-Munawwir.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi
pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan menelusuri dan menelaah bahan-
bahan pustaka, seperti literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, dan
jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum dikumpulkan
melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan Perundang-undangan,
serta dilakukan Kklasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan
permasalahan penelitian.®* Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini mencakup membaca, menelaah, mencatat, dan
membuat ulasan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan disharmoni
sanksi politik uang dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang
Pemilihan Kepala Daerah.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif

kualitatif. Analisis deduktif kualitatif merupakan proses berpikir yang dimulai dari

hal-hal umum, seperti teori, undang-undang, konsep, prinsip, dan keyakinan, untuk

3 Asri Wijayanti, Strategi Penulisan Hukum (Bandung: Lubuk Agung, 2011), him. 65.



27

kemudian ditarik ke hal-hal yang lebih khusus. Selanjutnya, data yang diperoleh
akan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dan temuan berdasarkan proses
penelitian.® Melalui metode analisis ini, peneliti berupaya untuk menggambarkan
sekaligus menganalisis data secara deskriptif berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan Dalam penelitian ini, pendekatan deduktif diperkuat dengan teknik
analisis silogisme hukum, yaitu metode penalaran yang terdiri dari premis mayor,
premis minor, dan kesimpulan.

Premis mayor berupa aturan hukum yang bersumber dari peraturan
perundang-undangan, doktrin hukum, atau asas hukum. Premis minor diperoleh
dari fakta hukum yang ditemukan dalam penelitian. Dari kedua premis tersebut,
ditarik kesimpulan yang menjelaskan keterkaitan antara aturan hukum dan fakta
yang dianalisis.

Data yang kemudian diperoleh akan dianalisis menggunakan pendekatan ini
untuk menghasilkan kesimpulan dan temuan berdasarkan proses penelitian. Melalui
metode analisis ini, peneliti berupaya untuk menggambarkan sekaligus
menganalisis data secara deskriptif dengan menyesuaikan fakta yang ditemukan
dengan norma hukum yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang akan diuraikan
secara berurutan untuk memberikan penjelasan sistematikanya.

Bab | merupakan pendahuluan yang terdiri atas tujuh bagian, yaitu:

Pertama, latar belakang masalah, berisi alasan pentingnya penelitian ini dilakukan

*1bid.
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dan faktor-faktor yang melatarbelakangi masalah penelitian; Kedua, rumusan
masalah, memuat perumusan yang menjadi penegas terhadap masalah yang
dijelaskan dalam latar belakang; Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian,
menguraikan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan manfaatnya baik
secara teoretis maupun praktis; Keempat, tinjauan pustaka, menjelaskan
penelusuran terhadap karya ilmiah yang relevan dengan tema penelitian ini dan
memastikan bahwa penelitian yang dilakukan belum pernah dikerjakan oleh pihak
lain; Kelima, kerangka teori, memuat pola pikir atau kerangka berpikir yang
digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini; Keenam, metode
penelitian, menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penulis dalam
pengumpulan data dan analisis permasalahan; Ketujuh, sistematika pembahasan,
memberikan gambaran awal mengenai struktur penelitian secara keseluruhan.

Bab Il membahas landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub
kerangka teori yaitu teori tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan
magqasid shart ‘ah.

Bab 11l memaparkan data yang berupa latar belakang perbedaan sanksi
politik uang dalam UU Pemilu dan UU Pilkada, pendekatan teori, serta
pembentukan, politik hukum, naskah akademik, urgensi dan kemaslahatannya.

BAB IV berisi analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah
yang berupa pandangan maqasid shari‘ah Jasser Auda terhadap harmonisasi
ketentuan Pasal 523 dan 187A tentang politik uang dalam UU Pemilu dan Pilkada.

BAB V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian,

kemudian memberikan Kkritik dan saran atas penelitian ini.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat
ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Ketentuan Pasal 523 UU Pemilu dan Pasal 187A UU Pilkada memiliki
kesamaan dalam mengatur larangan politik uang, menetapkan sanksi pidana
berupa hukuman penjara dan denda, serta bertujuan untuk menjaga integritas
demokrasi dengan mencegah praktik politik uang yang dapat mencederai proses
pemilihan. Keduanya berlandaskan prinsip demokrasi dalam Pancasila dan
konstitusi serta diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil (luber-jurdil), di bawah pengawasan lembaga yang sama, yaitu
KPU, Bawaslu, dan DKPP. Namun, terdapat perbedaan mendasar, terutama
dalam fokus dan tujuan pembentukan undang-undang. UU Pemilu lebih
berorientasi pada regulasi penyelenggaraan pemilu secara menyeluruh,
sementara UU Pilkada dibentuk untuk menanggulangi tingginya praktik politik
uang dalam pemilihan kepala daerah, sehingga ketentuan politik uang dalam
UU Pilkada lebih tegas dibandingkan UU Pemilu. Sanksi dalam UU Pemilu
cenderung lebih ringan dan berfokus pada pelanggaran kampanye serta
administratif, sedangkan dalam UU Pilkada sanksi lebih berat, mencakup
pidana dan administrasi hingga pembatalan calon. Latar belakang pembentukan
kedua undang-undang ini juga berbeda, di mana UU Pilkada secara khusus

menyoroti tingginya politik uang dalam pemilihan kepala daerah, sementara

124
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UU Pemilu lebih berfokus pada penyatuan UU Pemilihan Presiden, UU
Pemilihan Legislatif, serta UU Penyelenggara Pemilu guna mewujudkan
pelaksanaan pemilu serentak. Dengan demikian, meskipun keduanya melarang
politik uang, UU Pilkada memiliki ketentuan yang lebih ketat dan sanksi yang
lebih berat dibandingkan UU Pemilu.

Harmonisasi ketentuan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu dan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pilkada diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dalam penegakan
larangan politik uang, mengingat terdapat disparitas pengaturan sanksi di mana
UU Pemilu hanya menetapkan sanksi bagi pelaksana, peserta, dan tim
kampanye dengan ancaman pidana bergantung pada waktu pelanggaran,
sementara UU Pilkada memberikan sanksi lebih berat dan mencakup pemberi
serta penerima politik uang tanpa mempertimbangkan waktu kejadian.
Ketidaktegasan dalam UU Pemilu ini menyebabkan lemahnya efektivitas
penegakan hukum terhadap praktik politik uang dan bertentangan dengan
prinsip equality before the law, sehingga diperlukan penyempurnaan regulasi
dengan menetapkan sanksi yang tegas bagi pemberi dan penerima politik uang
serta menghilangkan perbedaan ancaman pidana berdasarkan waktu
pelanggaran, guna mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan
berintegritas.

Berdasarkan magasid shari‘ah Jasser Auda dalam enam fitur utama teori
sistem, harmonisasi Pasal 523 UU Pemilu dan Pasal 187A UU Pilkada terhadap

politik uang menunjukkan bahwa UU Pilkada lebih memenuhi prinsip hukum
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Islam dibandingkan UU Pemilu. Dari aspek cognitive nature (pemahaman
alamiah), UU Pilkada lebih responsif dalam menyesuaikan aturan dengan
perkembangan sosial dan politik, sedangkan UU Pemilu masih
mempertahankan pendekatan yang kurang adaptif. Dari segi wholeness
(menyeluruh), UU Pilkada mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif
dengan mempertimbangkan dampak sistemik politik uang, sementara UU
Pemilu masih cenderung fragmentaris dalam merespons fenomena ini. Dalam
aspek openness (terbuka), UU Pilkada menunjukkan fleksibilitas lebih besar
dengan mengakomodasi dinamika hukum dan masyarakat, berbeda dengan UU
Pemilu yang masih terikat dengan konsep regulasi yang kurang progresif. Dari
perspektif interrelated hierarchy (interrelasi hierarki), UU Pilkada lebih
konsisten dalam menyesuaikan regulasi politik uang dengan prinsip hukum
yang berkembang, sementara UU Pemilu belum sepenuhnya selaras dalam
menindak  praktik  tersebut. Dari  aspek  multi-dimensionality
(multidimensionalitas), UU Pilkada lebih mempertimbangkan faktor sosial,
politik, dan ekonomi yang berkontribusi terhadap politik uang, dibandingkan
UU Pemilu yang masih berfokus pada pendekatan normatif. Terakhir, dalam
purposefulness (teleologis), UU Pilkada lebih efektif dalam mencapai tujuan
keadilan dengan sanksi yang lebih ketat dan menyeluruh, sedangkan UU Pemilu
masih memiliki celah hukum yang dapat dieksploitasi oleh pelaku politik uang.
Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap UU Pemilu agar lebih sesuai dengan

maqasid shart‘ah dan lebih optimal dalam memberantas praktik politik uang.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran peneliti yaitu:

1. DPR perlu segera melakukan harmonisasi sanksi terkait politik uang antara UU
Pemilu dan UU Pilkada. Hal ini untuk menciptakan keadilan hukum, mencegah
disparitas dalam penerapan sanksi, dan menutup celah hukum yang berpotensi
dimanfaatkan. Harmonisasi dilakukan dengan menetapkan sanksi yang tegas
dan konsisten, mencakup pemberi dan penerima politik uang, tanpa memandang
waktu terjadinya pelanggaran.

2. KPU dan Bawaslu diharapkan meningkatkan upaya edukasi kepada masyarakat
mengenai bahaya politik uang dan dampaknya terhadap demokrasi. Selain itu,
pengawasan yang lebih ketat harus dilakukan untuk memastikan pelanggaran

politik uang dapat dicegah dan ditindak secara efektif.
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